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' BUPATI MELAWI

P
o

PERATURAN DBUPATI MELAMWI
NOMOR /6 TAHUN 2008 .

TENTANG
GENAI PEMBUKAAN

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAN MEN
ENENGAI ATAS

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAIT M
DAN SEKOLAH MENENGAI KEJURUAN

DI KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan)
daya tampung bagi lulusan Sekolah

Tahun dalam upaya meningkatkan

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan
efisicnsi Sekolah Menengah dipandang perlu untwk mengatur
Pembukaan Kelembagaan Sckolah Menengah Pertama, Sckolah
Mencngah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten

J‘l:’l'n:nimb.:.ng

Melawi;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu

diatur dengan Peraturan Bupati;

M‘-‘”Ei"}-:ﬂl : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasiona! (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan DBarat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

' :"‘ 3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
st Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



(AR LR
KETENTUAN UMLUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

b

1:.-!

= B P8

7

10.

13.

14,

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Melawi;
Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerahi

Dupati adalah Bupati Melawi;
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;

Kepala Dinas andalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mclawi;
Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tain Usoha dan Administrosi

dalam Jabatan Struktural sctingkat Esclon v

Kepala Sckolah adalah Pimpinan Sckolah yang menduduki jabatan
lungsional;

Wakil Kepala Sckolah adalah Wakil Pimpinan Sckolah yang
membidangt  kurikulum, kesiswaan dan konscling dalam jabatan

fungsional;
Sckolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah
Pertama;

Sckolzh Menengah Pertama Satu Atap adalah Jenjang Pendidikan
Menengah Pertama yang berada Satu Atap dengan Sckolah Dasar;

Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Adtas;

Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah
Kejuruan; ”
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas

Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Menenpah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,

Anggaran Pendopatan dan Belanja Daerah adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
_spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara;
Pendidikan  Menengah  Pertama  adalah  pendidikan  yang

diselenggarakan bagi Iulusan Pendidikan Dasar;



AP — 1._ Ty f.r-l;
. xif“ﬂ.:?'* \ l‘-'ﬁ}l‘i’;jﬁ”
- ! ; / 0 Y e YL
i g . a, '1|t.£ﬁ'£i#(’-’4{:q"fn

s
Pemdidihan Menengah Atns adwlal pendidiban yong diselenygarukan
Tt lubisan Pemdidikon Menengal Periamn,

1 Pemdidikan  Menengab Kejurunn  sdalaly
diselenpparakan bagl lulwan Pendidihan Menengah Fertama;

,
o,
.

S &8

pendidikan  yong

30, Slatem Pemdliliban Noslunal ndalah kescluruhan kompoanen pendidikon
yang saling terkalt secara terpadu unuk menenpal Wwjuan Pendidikan

berusnha

Masional;
tnasynrakal  yang

31, Pesenta Didik  wdaluh onggotn
proses  permnbelajaran yany

mengembangkan  potensi dir - melilyl
tersedin padn falur, jenjang dan Jenia pendidikan tertentug

. Tenaga Kependidikan ndatah onggota masyarakal untuk menunjang,
penvelengparian Kependidikan;
Pendidik ndalah tenngn kependidiknn yong berkunlifikasi sebapui purd.

dosen, konselar, pamong belojar, widynswur, ator, instrukiur,

unl dengun kekhususannyd serin

fasilitator dan sebutan luin  ses
berpartisipasi dalam menyeclenggarakan pendidikan;
. Kurikulum andalah scperangkat rencand dan pengaturan mcngcnni.
“tjuan, isi dan bahan pelajaran scrin cam yang digunakan schagai
pedoman penyelenggarann kegiatan pembelajaran untuk mencapal

tujuan pendidikan tertentu;
25, Pembelnjoran adaloh proses interaksi peseria didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada sualu lingkungan belajar;

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
ikan terhadap berbagai kemponen pendidikan

jenis pendidikan scbagai bentuk

penjaminan dan

penctapan mutu pendid
pada sctiap jalur, jenjang dan
pertanggungjawaban penyclenggaraan pendidikan;

27 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program
dalam satuan pendidikan berdasarkan criteria yang telah ditetapkan;
"Sumber Daya Pendidikan adalah scgala sesuatu yang dipergunakan

lenaga

28.
dalam  penyelenggaraan pendidikan  yang meliputi
Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prosarana; |

29 Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;

30. Komite Sekolah adaleh lembaga mandiri yang beranggotakan orang
“tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh .masyarakat

peduli pendidikan;
3]. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalu{r‘
Pendidikan Sekolah; .

Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa;
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

(%]
[..u

Pendidikan Nasional.
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Posal 2

{13 TPembukoon Kelembagonn Sekelah Mencngoh Perama, Sckolah %-{ -
Menenpah Alas dan Sekolah Menengah Eejuruan bertujoan : %’*'-'!1.,:,

Meningkatkan penampungan lulusan Sekalah Dosar 9 (Sembilan)
Tohun guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang

Pendidikan di Daerab;
Meningkatkan penampungan lulusan Sckolah Menengah Periama

Pembangunan  don  Pengembangan hidang

guna  memenuhi

Pendidikon di Dacrah;
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa gehapni anggold

mosyarakol dolwm mengadakan hubungan timba! balilk dengun
lingkungan socin! budaya,' semesta scria dapat melanjulkan

pendidikan puda jenjang yang lebil tinppi.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimann dimuksud dalam oyat (1) Pasal ini
penyelengparnon  Pendidikan Menen gah berpedoman pada tujunn
Pendidikan Nosional.
BAB 11l

PENGELOLAAN
Pasal 3

(1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah scbagai bagian dari sistem
Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah  Daerah

melalui Kepala Dinas.

(2) Pimpinan Sckolah Menengah terdiri atas Kepala Sckolah dan scorang
.atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. .

(3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan

tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata

“Usaha,
(4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah

. rﬂ%&%ﬁ

ditetapkan-Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan,
kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serla
pemeliharaannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah.
Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas
penvelengoaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan



Memperhatikan

Menetapkan

10.

11.

U . !

p:iﬁiinﬁ::gﬂl;i?i;;jm'l'ahun 2005 'T:mnng Penctapan Peraturan
! g-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negora Republik Indenesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tenlang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 1998 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturun Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintoh Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

10, Tambahan Lemboran Negar Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewcnangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Olonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘fghun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan  Pemeriniah Nomor 19 Tabun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun,
2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4559);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); ' Ch

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tzhun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
(Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 49 ).

Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Strukwr
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kena Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi.

PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG P

MEMUTUSKAN :

EMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN

KELEMBAGAAN SEKOLAH M
MENENGAH ATAS DAN SEKOL

ENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
AH MENENGAH KEJURUAN DI

KABUPATEN MELAWL



Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dengan jobatan struktural esclon IV b pada Sekolah Menengah
Pertama dan Sckolah Menengah Atas, esclon IV a pada Bekolah Menengah
Kejuruan.
BABIV
KURIKULUM
Pasal &

{ kurikulum Pendidikan Mencngah merupakan susunan bahan kajian

(n Is
ai tujuan Pendidikan Menengoh dalam

dan pelajoran untuk mencap
rangka upaya menca;ai tujuan pendidikan.
(2) Jsi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan
mala pelajaran entang
a. Pendidikan Pancasile;
b. Pendidikan Agama;
¢. Pendidikon Kewargancgarnan.

(3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan olch Menteri.

dan menambah mala pelajaran
an ciri khas sckolah yan
yang berlaku sccara

(4) Sckolah Menengah dopat menjabarkan
sesuai dengan keadaan lingkungan d
bersangkutan dengan lidek mengurangi kurikulum
-nasional. e

(5) Sckolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian

dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BABV
SISWA
Pasal 7

(1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama
seseorang harus : '

'a.  Tamat Pendidikan Dasar;

b.  Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Sekolah Menengah ..

yang bersangkutan.

(2) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus : .
2. Tamat Pendidikan Menengah Pertama atau yang sederajat;
b. Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Sekolah Menengah

yang bersangkutan.

(3) .Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.



Pasol 8

(1) Siswa mempunyai hak :
o, Mendopat perlakuan sesuai  dengan  bakat, hikmah dan

kemampuannya,

b, Memperoleh pendidikan agama sesuni dengan pgoma yeng
dianutnyo;

¢.  Mengikuti program pendidikan yang bersangkulan atas dasar
Pendidikan  berkelanjutan,  balk untuk  mengembangkun
kemampuan diri maupun untuk memperolch pengakyon tingkat
pendidikan terientu yang telah dibukukan;

d.  Mendapat bantuan fasilitas belojur, beasiswn alou bantuan lain
sesuai dengan persynralan yang berlaky;

e Pindah ke Sckolah Menengah yang scjajar alau yang tingkatnya
lebih tinggi sesuai dengan persyaratan pencrimpan siswn pada
Sekolnh Menengah yang hendak dimasuki,

(2) Siswa mempunyni kewajiban :

2, lkut menanggung biaya penyclenggarman pendidikan, kecuali
bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban terscbut sesuai dengan

. peraturan yang berloku;

Memaluhi peraturan yang berlaku;

Menghormati tenaga kependidikan;

d.  Ikut memeliharn sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban
dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan, '

f o

(3) Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
Pasal ini diatur olch Dinas,

BAB VI
- PENILAIAN
Pasal 9

Penilaian  Sekolah  Menengah  dilaksanokan  secara  bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan
tenlang kegiatan don kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru
dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sckolah Menengah scbapai salu
keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan
akreditasi Sckolah Menengah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Penilaian pelaksanaan  kurikulum  dilakukan ~guna mengetahui
“kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengzh yang bersangkutan
dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan
kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk
mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.



(3) Hasil peniloion scbagaimana yang dimaksud ayol (2) Pasal ini

digunakan untuk !
o Pentbinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan
Jainnya;

b, Penyempumoan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan

puru dan lenaga kependidikan lainnya.

qnoan penilpian scbagaimana dimaksud ayat (1), ayot (2) dan

(4). Peloks
ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Dengan telah dilakukan Pembukoan Kelembagaan Sckolah Menengah
Pertama, Sckolah Menengah Atas dan Sckolah Menengah Kejuruan
scbagaimana  dimaksud  dalam Lampiran Kepulusan Bupati ini,
terhadap segala bisya penyelengpasnan, saruna don prasamna Sckolaly
menjadi beban Pemerintah Dacrah denpan pembinaan dan penpawason
pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Dacrah
Kabupaten Melawi dan pendapatan Jain, baik dari Pemerintah Pusal '
maupun sumber lain yang sah.

(]

(2) Pembinaan scbogaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
a.  Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan lenapa ndministrasi; -
b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,
¢.  Biayaperluasan dan pengembangan.

BARB VIII
PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dilakukan pengawasan terhadap
-Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlidungan,
peningkatan mutu dan pelayanan Sckolah yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
administrasi sekolah. '

(3) -Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayal (3)
Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas. '

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah adz
sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengat
Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturen Bupal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraturan Rupati ini,

Pasal 15

pada tanggal diundangkan agar sctiap orang

Peraturan ini mulai berlzku ,
dangan Peraturan inl dengan

dapat mengetahuinya, memerintzhkan pengun ‘
menempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Melawa,

Diitctapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, Sl e 2008

| MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tangeal, & 7wl i 2008

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN MELAWI,

UTA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 222JNOMOR /0




. DERATURAN BUPATI MELAW
NOMOR /& TAHUN2008
TANGeAL & JULT 2008

TENTANG  PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH l’EE{Tz’\Mr‘\.
QEXOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMP

BADAN PERAN SERTA

SEKOLAWMmI

UNIT LM]DR.-\TORIU.\I.

-
-——-d———-—.—-_
-

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, d’ UZ}(; 2008

DEWAN GURU

* GARIS KOMANDO
* * GARIS KOORDINASI

KEPALA SEKOLAN
MASYARAKAT KOMITE T ===~ WAKIL KEPALA
SEKOLAU
L
_ SUD BAGIAN
UNIT PE!J.['USTAHAAN T’;:EUSMM
OLAN

IPATI MELAW),

gl 7 A

A.SUMAN KURIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWTI,

s

MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR /&




L + PERATURAN BUPATE MELAWI
NOMOR /& . TAHUN2008

TANGoAL & (ULl W
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI

TENTANG PEMBENTUKAN
EMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

PEMBUKAAN KEL
SEKOLAH  MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN DI YABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMA
B ; '
. :sr;an PERAN SERTA KEPALA SEKOLAH
ARAKAT/KOMITE T =~~~ WAKIL KEPALA
SEKOLAN/BP3 : SEKOLAH

l

UNITL
ABORATORIUM
UNIT PERP SUB BAGIAN
USTAKAAN TATA USAHA
. SEKOLAH
DEWAN GURU
—

b
¢ GARIS KOORDINASK

A. SUMAN KURIK

Ei::indnngkan di Nanga Pinoh
ade tanpga), &' JulL 2008
SEKRETARI

S DAERAH KABUPATEN MELAWI

T Eses
MARTIN LUTHER. D



\iS DAERAH ME
§ JUuLl :mﬁ JELAKSANA 'rem;us E!ENG AH PERTAMA,

SMK

BAGAN ORGANlSr\Sl

J—

BADAN PERAN SERT:"— | { WAKIL KEPALA
MASYARAKAT/ KOMITE
SEKOLAI/BP3

R KEFALA SEKOL.‘“I

SEKOLAH

v

UNIT LABORATORIUM SUB BAGIAN

TATA USAHA

UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAN

BENGKEL

UNIT PRODUKS] DEWAN GURU

* ¢ GARIS KOMANDO
» : GARIS KOORDINASI

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundargkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, & FL{ 2008

SERRETARIS DAER('L}:I KABLEATEN MELAW],

MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN Zoa NOMOR O

g T b
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Lapitan

IV : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR /b TAHUN 2008
oo, Fpll 208

TENTANG  PEMDBENTUKAN UNIT PE
PEMBUKAAN KELEMBAGA T
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

"

Y ELEMB
NAMA - NAMA PEMBUKAAN K
SEKOLAH MENENGAI ATAS DA

LAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI
AN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH

AGAAN SEKOLAH MENENGAH FER']I'Ah'IA,
N SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

* DI KABUPATEN MELAWI
NO NAMA SEKOLAII KECAMATAN | ALAMAT KETERANGAN
' 2 3 4 5
1 | Smrﬂmi,mh Pinoh Utar Desa Sei. Pinang Tahun Operasional 2009
@ SMPN 1) Nanga Pineh, Pinoh Selatan Desa Manggala Tahun Operasional 2008
_3_1/_ SMPN 13 sa1y Mﬂmpiﬂnh Pinch Ui Desn Tengkajau Tahun Operasional 2008
| 1| SMIN 14 Saws vy Nanga Pinoh Pinoh Utara Desa Natai Panjang | Tahun Operasional 2008
|5 VSMPN IS Satu Atap Nanga Pinoh Piroh Utara Desa Merpsk Tehun Operasionzl 2008
: SMPN 4 Ella 1itiy Ella Hilir Desa Kerangan Kora | Tahun Operasional 2008
e N
9 | SMPN 7 Sany Atap Ella Hiljy Elli :I”r Sl e .
Iﬁ'..,"s MPN 5 Saiy Alap Menukung M - = it s
| chukung Desa Mawang Mentatai | Tahun Operasional 2008
d | SMPN S Sayan Sayan Landau Sadak Tzhun Operasianal 20.{59
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